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Jenimbang

NOMOR /¢ TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
'EUF'#TI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
HnmurﬁTﬂ-nmzun?tnmﬂ-undnmnTMPm
Pengelolaan Barang Daerah maka ‘periu diatur dan ditetapkan
mnmmwwm:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
m-mdmmwm. :

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1857 tentang Penatapan
WMWWTMWEEMW
wwwmmmwm-umm
{MWWMTWMETHW1HI:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2013);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1961 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1889 tentang Penyelenggaraan
HqulTnumdmmmdmmml,Hnmmw
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1888 Nomor 73,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3851},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2083 tentang keuangan Nega
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 rﬁrnudT.TmbﬂmM
mmmmapﬁ

Undang-Undang Nomor 38 Tahin 2003 tentang W
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahlang di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);



Pangganti Momor 3 Tahun 2005 tentang
MMUWWETMMHM
Pemerintah Daerah yang telah ditstapkan Undang-Undang
Tahun 2005 (Lembar Negara Republk Yalum 200
Nomor 8, Tambahan mmmuhum

13.Beraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
wwmwawmmm
H.Tmmmmkmliamm

14.Peratugan Pemerintah Nomor §1 Tahun 2005 tentang Perubahan
mrmmpmmummrm1mmm

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
uTmLmuqnwmmmmﬁ};

15.Pmpnmhmurmnmrmmw
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Otonomj Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
7001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




1u.wmmmﬁmmmm
Keuangan Daerah;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 lentang Fedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
RI Tahun 2005 Nomeor 185, Tambahan

(Lembaran MNegara
Lembaran Negara RI Nomor 4583}
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan
HMIMMHTMMWED.
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4608),

.mmmﬂsTmmrmm
21wmwmmmrﬂmmm
- Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa 2
H.WMWMTM 1874 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri,
: I&HMWMMWETM1HTM
o mmmmmiwmmm

Ei.wmnﬁﬂmﬂhwﬁTﬂmnmum

. Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;

" 25 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah:

m.mwmwwfmmmmm
Daerah di Berita Daerah;

’ 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah
G Yang Baru dibentuk;

28. Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor 49 Tahun 2001 tentang
*Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah,.
Dengan Persetujuan Bersama
qmmmmnhmmnmm

by BUPATI LEBONG

; ., MEMUTUSKAN : -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG

BAB | »
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .
Dalam Peratyran Daerah inl yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong; B
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adaiah Bupati Lebong; '






barang

Penghepusan adalsh Tindakan menghapus millk. daerah dari daftar
21mmnﬂﬂ dari pejabat yang berwenang “'“-"m

mwmrmmwmmmrﬂuﬂhﬂwﬂm

dari tanggung jawab administrasi dan atas barang yang

penguasaannya,

MHWMM hmnﬂmmlﬂmﬁ
mmw mﬂuﬂ.dm.mmw

30, Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang
mﬂmmwmm-;mm

- r
31.hhmhﬂﬁmmlmmmmmFuhhh
-daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna;

m.mmmw-mm,mnmmwm;



mmmwwtﬂmbﬂﬂlﬁl ;

a MMWHMIMMMWJ
Barang WMWM-W.MT
mm dipercieh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memparoleh

1) Pengelolaan barang milik daseah dilaksanakan beradasarkan asas fungisional,
JIWW.MMWM.M.ﬂdeM

e. Pemanfaalan;
f Pengguhaan dan pemeliharan,
g. Penilaian;
h. Penghapusan;
i. Pamindahtanganan;
| Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
k. Pembiayaan; ¥
‘)1, Tuntutan ganti rugl. ; :
—* ' BAB I
MTWMMHAEHAH
L - ¥
Pengelola Barang .
' . Pasal 4

mmmmwﬁm;

hw penggunaan, pemanfatan atau pemindahtanganan tanah dan
:wwwwﬂﬁm :
anmM -

e 1 barang milik daerah sesual
f,wmwmnﬂtmuhhwdmfm



(1) Perencanaan kebutuhan barand milik daerah disusun dalam rencana kerja dan
m%ﬁ“wﬂﬂm“ﬂ%“mﬂuﬂﬂmﬂ

mmmmmmmwﬁummmm
mem.wmﬂnﬂh-mdmdnhbnfim
yang ada pada masing-masing SKPD. . [

{aymm.wmmmmmummm

dimaksud dalam ayat (2) ditstapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi



bahwa tanah WWMWW
mwm—;-wmmdm!mmmm -
! . menyerahkan tanah dan /
mmm:hnfﬁummm
ﬁw.mui:‘tfﬂm hnnmkmhwmm
barang. .

.. ’



Pasal 13

ﬂmn--uphmh-ﬂnﬂd-ﬁwwuhdmlmmmmm
diserahkan oleh pengguna karena sudah tidak digunakan lagi umtuk
menyelenggarakan lugas pokok dan SKPD yang :

z]mwwmdmm-mm.m
barang sebagai :

mmmm-ﬁ-wwm:mwm
mmmmmu-uww:
a memﬂmmmnmmmw

tn}Tmm:mmmwwmemm
mmw.

BAB VI
PEMANFAATAN

e

P Pasal 15
mwmmmmwmrmmmmw

wmmﬂ-ﬂmmu dilaksanakan oleh pengguna barang
 _atelah mendapat persetujuan Bupatl. }
{E}Pminﬂnhulqnﬂtm tanah dan / atau bangunan yang diperiukan

Baglan Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 16 w '
Bentuk-bentuk v
. Immmmm
b. Pinjam pakai: iy
:. Kerjasama pemanfaatan,



Pinjam Pakai
Pasal 19
mmmmmmmmmmm
mﬁu!ﬁl’unlﬂ'ﬂm

mmmmmﬂﬂwmmm-w

a. Pihak — pihak yang terikat dalam perjanjian, 3

b. Jenis luas atau jumiah barang yang dipinjamkan, dan jadfika waktu;

e Tm““nﬂmwﬁwmnmm
d. Persyaratan lain yang dianggap periu. BT

(4) Syarat-syarat pinjam pakai barang millk daerah diatur dengan peraturan dan / atau

r




b. Kefjasama atas sebagian tanah dan / atau bangunan yang masih

nmﬂuﬁmmmmmmmm:m
bangunan.

{2) Kerjasama mmmmmmﬂdm'ﬁ

pemanfaatan; :
f. mmmmmmm'@MMmmm
ditandatangani dan dapat diperpanjang;
g. Pembayaran kontibusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama

mﬁm'mnmmmmwmmm
pengaperasian. .

(2) Kewenangan penetapan pemanfaatan sebagian tanah dap / atau bangunan yang telah
_diserahkan pengguna, diiaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan®

(3) Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama




b. Tidak tersedja dana dalam Pendapatan dan belanja Daerah untuk
mmmﬁ-mﬂ ”

. : A
(2) Bangun Serah Guna Barang milk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



i}?ﬂﬁﬂmmmm:mmwyﬂmwﬂm
Wmnﬁmmmmpﬂm

ﬁ]wmmmmmmumwm.

:}mmmwmmmmmmﬁm;u
nama Pemerintah Daerah. -

3) Barang millk daersh selain tanah dan / stau bangunan, hafus dilengkapi dengan bulkdi
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah. . ’




Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 31
bertanggung
u}Pﬂmmmm:mmmmmm
lmmmmwmuﬁm-ﬁﬂ
mamm
millik daerah ditetapkan dengan surat perintah kefja
mm:mm:mm oleh kepala SKPD

menyusun daftar hasil barang yang dilakukan dalam
mm“ln::m bahan untuk melakukan evaluasi avisiensi
wmmm
BABVII
PENILAIAN

Penetapan m.mmlm'mmmmm
' , Pasal 36

L
1) Penilalan barang millk dserah berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangks
”mmmmmnﬂmmmm

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

{mﬂﬂmﬁm“mﬁmmwhmmmﬂm
Pasal3s  , ° ’
(1) Penilaian barang millk daerah selain tansh dan / atau bangunan dalam rangka

pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan aleh tim yang ditetapkan oleh pengelola
mmmmmwmmmm




[ i

ﬂ}mmnﬁMMMﬂpﬂmmm
mendapatkan nilai wajar.

Pasal 37

;wmmmm:
| & Fmﬂdﬂmmm:ﬂ kuasa pengguna
b. wmmmmm

Pasal 38

(1 wmmmmumﬂmmum-.
Mmmmmnﬁ_muwﬂmwmm
mmmm:mmmm.

mmmnﬂtmmmﬂpﬁ;mmm
mmmwmdﬁmmm
wmm*..ﬁip-wamm

(3) Peloksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dilaporkan kepada pengelola barang. F

Pasal 39

l”wmwﬁwmwmmmm
,-ﬂWMWIwmmmm.

mwmmmwmmmmm
keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati

Pasal 40

(1) Penghapusan barang miljx daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan
barang milik daerah dimaksud : ey
. :mwﬁﬁw-tmmmmw
b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pad: :
mmMMMMMW dituangkan dalam



b. Tukar menukar
&. Hibah
d. Penyertaan modal pemerintah daerah
Bagian Kedua
Penjualan
Pasal 42

(1) Penjualan barang milk daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan
.mmmmmm -

.mmmmmmuﬁm:mmm
mmmmeM- o

r . Pasal 44
(1 mmmmmumm ketertuan sebagai

a Kuasa mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
b. Pm dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna

usutan yang diajukan cleh pengguna barang dalam batas kewenangannya.
d. Untuk penjualan yang memeriukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola barang

(2) Penesbiitan persetujuan pelaksanaan oleh penjua
barang untuk
mmmwumﬁwmmﬁ

(3) Hasil ik 2o ok



kota,
G mm-ﬁmmsmmm=
") Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengeloia

mMMM#Mmmhﬂﬂu.ww

) mwmmmwumm

yang akan dipertulcarkan; -

d,ﬁymﬂmﬁ'fﬂumwnﬂlhﬂwﬂuw
dengan berpedoman pada katentuan pada Pasal 48,

e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada

' persetujuan Bupati

. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

lmmmmmm barang disertai alasan /
pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian im intem instansi pengguna

barang;

b. Pengelola menaliti i

h-udm Mmﬁﬁmrwmmmﬂ

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan beriaku, pengelola barang

d. Pengguna barang melgksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada
persatujuan pengelola barang; . .



c. Pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada p-:n.i.:m

pengeloia barang; .,

d. Pelaksanaan sersh terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.



pPasal 52

hibah dan
Ketentuan lanjut mengenai \ata cara pelaksanaal penjualan, tukar menukar,
mmwﬂmuuimnﬁ d#ﬁmmmdﬂf:&
' MWWWMW'WMWM

mmnumwmm-hmmm“mu
ayat () ﬂﬂﬁlph.ﬂ}plﬂh“ﬂﬂlﬂﬂﬁﬂhpﬂhrﬂlﬂﬂmwm

' Pasal 54
(1) Kuasa pengguna barang / pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan
barang milik c¢aerah selain dan | atsu badngunan yang berada dalam

I L



pada
satelah
Pasal 56
mmwhmmmm tanah dan / atau
m“mmwwmmmw
Bagian Ketiga
Pelaporan
i Pasal 57
.ﬁmmmmm Barang Kuasa Pengguna Semesteran
dan Laporan Barang Kuasa Tmmnmm

*[ﬂmudﬂhmw—mmm Milik Daerah (LEMD) berdasarkan
penghimpunan laporan & dimaksud pada ayat (4) .
i : Pasal 58

mw“ﬂwmw.;ﬂhmmm'
mm*m-ﬁmhﬁﬁmmmn}



Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 60

. dan penertiban terhadap penggunaan,
1) Pengguna barang meak e P eshaan, pemelharaan dan pengamanan
barang millk daerah yang berada dibawah penguasaannys.
mwhmmm_mmwmm
™ mw;muﬁmmmwhﬂﬂ

meminta aparst pengawas fungsional untuk pelaksanaan
-panggunaan, mwmmm
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang
(3) Hasil audit sebagaimana

4 BAB Xill
‘ F KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 62

r_-' i
Pejabat | | melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang
b nwmlhuﬁ‘ﬂlpdmm

mrmmmmmmmmmmm
o tunjangan yang besarannya disesualkan dengan kemampuan keuangan daerah.

3 mﬁm;hwmm;mmm
} mmmmmmmwmm“m

diatur Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum
barang daerah. :
_ Pasal 63

1) Barang milik daersh digunakan oleh badan uggum / badan layanan Umum
1) Gaerah menpaian hekayaen desweh yarg tiek Ovt untuk menyelenggarakan

kegiatan badan layanan umum / badan umum daerah yang bersangkutan.
(2) Pengelolaan barang milik daerah dimalaud

ketentuan yang distur dalam Peraturan hmﬂm.#mm

mmmmmmmm'm

Umum.

e’

T s







